BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211

Menimbang

Mengingat

ayat (2} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta
memperhatikan  karakteristik  wilayah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka perlu
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Fembentukan kabupaten Kepulauan Siau Taguiandang
Biaro ci Provinsi Sulawesi Utara [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tarmbahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4691§;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! teatang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234|;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah [Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiz Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Taliun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah f{Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nemor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkatl Daerah {Lembaran Negara Republik Indeonesia
Tahun 2016 Nomoer 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk tukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Mentert Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Noemenklatur Perangkat Daerah Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

{Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2016

Nomor 1237):




4.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan
Pemerintahan Bidang 3Scsial Daerah  Provinst dan
kabupatenjKora seluruh  Indonesia (Bermta Negara
Republik Indonesia Tahun 01z Nomor 1589}

10 Peraturan Mentent Sosial Namor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinis Sosial Daerah Provins: dan
Dinas Sosial Daerah Kahupaten/Kota [Benta Negara
Repubhk {ndonesia Tahun 2016 Nomar 1590);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah danm Unit Kerja pada Perangkat Provinsi,
habupaten/kota vang melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan [Beria

. Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 1327):

12. Peraturan hepala Badan Koeordinasi dan Keluarga
Berencana Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian dan
kKeluarga Berencana di Provinsi. Kabupaten/Kota [Berita
Negara Repubhik Indonesia Tahun 2016 Nomar 12661:

13. Peraturan  Daerah kabupaten  kepulavan  Siau
Tagulandang Biare Nomo- 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kahupaten  Kepulauan  Siau  Tagulandang Biaro
iLembaran  Daerah  KRahupaten  KNepulauan  Siau

Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 121

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KREPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
dan

BUPATI KEPULAUAN SJIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIAROC NOMOK 12 TAHUN 2016 TENTANG
PEMDBENTURKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
RABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARQ.




Pasal |
Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Siau  Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perzngkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Blaro (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nemor 121
diubah sehingga Pasal 3 berbunyi1 sehagai berikut .

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah imi dibentuk Perangkat Daerah dengan
susunan sebagai berikut:

a. Sekrelariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;

b, Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;

¢. Inspekioratl Daerah merupakan Inspektorat Tipe B3

d. Dinas Daerah. terdin dar: :

1. Dinas hesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tipe A menyvelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga Berencana,

2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang. Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Tipe A menvelenggarakan urusan
pemerintahan dang Pekerjzan Umum. bidang Penataan
Ruang. bidang Perumabhan dan bidang Kawasan
Pemukiman:

3. Dinas Pendidikan Tipe A menyvelenggarakan urusan
pemerintabhan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan
dan OClahraga;

+. Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Tipe A
menyelenggarakan urusan penerintahan bidang Sosial dan
mdang Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
bidang Pemberdayvaan Masyarakat dan Desa

Satuan Pohsi Pamong Praje dan Pemadam Kebakaran

]}

Tipe A menvelenggarakan urusan pemerinrahan idang
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masvarakat sub urusan Ponsi Pamong Praja dan sub
urusan Kebakaran:

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

menvelenggarakan urusar pemerintaharn tridang

Administrasi Kependudukan ¢an Pencatatan Sipil:
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Dinas hearsipan Tipe B menyvelenggarakan urusan
pemerintahan bhidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A
menyelenggarakan urusan permerintahan bidang
Pariwisata dan bidang Kebudesvaan;

Ilinas Romunikass dan Informatika Tipe A
menvelenggarakan wurusar pemerintahan bidang
Komunikast dan Informatike dan bidang Statistik dan
hbidang persandian;

Ihnas  Lingkungan Hidup dan  Pertanahan  Tipe A
memvelenggarakan urusan pernerintahan dang
Lingkungan Hidup. bidang Pertanahan dan bidang
rehutanan:

Dinas Pangan dan Pertanian  Tipe A menvelenggarakan
urusan  pemerintahan  bidang Pangan dan  bidang
Pettanian;

Dinas Penanaman WNodal dan Pelavanan Terpadu Saw
Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
hidang Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu dan Indang Koperas: dan URM;

Dinas Perindustnian. Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A
menyelenggarakan Urusait pemerintabhan bidang
Perindustrian. bidang Perdagangan dan bidang Teraga
Kerja.

Dinas Kelautan Penikanan  dan  Perhubungan Tipe B
menvelenggarakan urusan hkelautan dan Perikanan dan

bidang Perhubungan.

Badan Daernh. terdiri dart ;

1.

ind

Badan keuangan. Tipe A melaksanakan fungsi penunjang
Keuangan;

Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungs:
penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelinan
dan pengembangan:

Badan Kepegawaan dan DLiklat  Daerab. Tipe I3

melaksanakan fungsi penunjang kepegawalan dan diklat

daerah.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 30 Januari 2017
r
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BUPATI ‘KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, /
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TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 30 Januari 2017

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ADRY A. MANENGKEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  SIAU
TAGULANDANG BIARO, PROVINSI SULAWESI UTARA : 15 /2016




